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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur
mengenai Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja tidak diatur mengenai adanya pembatasan atau pengecualian
atas tugas pengawasan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, akan tetapi

berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa peran yang dimiliki

.oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam perlindungan keselamatan dan

kesehatan kerja di sektor pertambangan migas lepas pantai hanya sebatas sebagai

Berikut :

1. memeriksa dan mengawasi penggunaan ketel uap dalam rangka perlindungan
&erhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pertambangan minyak dan
gas bumi lepas pantai.

2. menerima laporan adanya kecelakaan kerja dari perusahaan migas.

B. Saran

Ada baiknya apabila ada petugas pengawas khusus yang memiliki
keahlian dan penguasaan teoritis serta berpengalaman untuk memeriksa dan
mengawasi penggunaan ketel uap kdtena keahlian dan penguasaan teoritis
mengenai ketel uap ini belum tentu dimiliki oleh pegawai pengawas

ketenagakerjaan.
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